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ABSTRAK 
 
 

Khinanty Gebi Pradipta (B11109019). Tinjauan Sosiologi Hukum 
Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri 
(Studi Kasus Putusan Nomor 91/Pid.B/2011/PN.MRS), di bawah 
bimbingan Hasbir Paserangi sebagai Pembimbing I dan Wiwie Heryani 
sebagai II. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  faktor-faktor apakah yang 
mendorong seorang istri melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga  
dan juga untuk mengetahui upaya penanggulangan untuk mencegah 
kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri. 

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dengan pengumpulan data 
diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Maros Klas 
IB, Reskrim Polres Maros, dan Psikolog. Data yang diperoleh kemudian 
dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan data-data yang diperoleh, maka 
diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Emosi yang tidak dapat di tahan oleh istri; 
terdapat masalah di dalam keluarga yang membuat istri merasa tertekan; 
kurangnya pendapatan suami dalam pemenuhan ekonomi keluarga; gaya 
hidup istri yang mewah sedangkan pendapatan suaminya tidak mencukupi; 
dan adanya orang ketiga dalam hubungan mereka. (2) Mendekatkan diri 
kepada keluarga terdekat; melakukan upaya perdamaian terhadap para pihak 
yang terlibat kasus kekerasan dalam rumah tangga; dan melakukan 
sosialisasi terkait penyebarluasan informasi keberadaan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga 

yang bahagia dan sejahtera, dan sudah menjadi kodrat manusia untuk 

diciptakan secara berpasangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi1 :  

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan 
wanita sebagai Suami atau Istri dengan tujuan untuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa.” 
 

Setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan 

hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus 

ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah 

tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat 

bergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama 

kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup 

rumah tangga tersebut dan dalam era moderenisasi saat ini dengan 

kebutuhan hidup yang semakin tinggi, seorang kepala keluarga dituntut 

untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Terkadang pendapatan 

istri cenderung lebih besar daripada suami biasanya ini menimbulkan 

                                                             
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
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kecemburuan sosial dan akan berujung konflik yang mengarah pada 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untuk selanjutnya disebut KDRT).  

Manusia sebagai makhluk individu yang tidak dapat dipisahkan 

antara jiwa dan raganya, oleh karena itu dalam proses perkembangannya 

perlu keterpaduan antara perkembangan jasmani dan rohaninya. Manusia 

sebagai makhluk individu yang hidup dalam keluarga dan bermasyarakat, 

dari hal tersebut akan terjadi keterkaitan dalam hal interaksinya dalam 

kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu manusia hidup saling 

membutuhkan dan saling ketergantungan. Sebagai makhluk sosial, 

seorang individu tidak dapat berdiri sendiri, saling membutuhkan antara 

yang satu dengan yang lainnya, dan saling mengadakan hubungan sosial 

di tengah masyarakat. 

Masyarakat sebagai tempat kita melihat dengan jelas proyeksi 

individu sebagai bagian keluarga, keluarga sebagai tempat terprosesnya, 

dan masyarakat juga tempat kita melihat hasil dari proyeksi tersebut. 

Masyarakat merupakan kelompok manusia yang saling berinteraksi yang 

memiliki prasarana untuk kegiatan tersebut dan adanya saling keterikatan 

untuk mencapai tujuan bersama. Individu yang berada dalam masyarakat 

tertentu berarti ia berada pada suatu konteks budaya tertentu. Pada tahap 

inilah arti keunikan individu itu menjadi jelas dan bermakna, artinya akan 

dengan  mudah dirumuskan gejala-gejalanya. Karena di sini akan terlibat 
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individu sebagai perwujudan dirinya sendiri dan merupakan makhluk sosial 

sebagai perwujudan anggota kelompok atau anggota masyarakat. 

Keluarga adalah unit sosial terkecil yang berperan dan 

berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan 

perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Menurut Salvicion 

dan Celis2: 

“Di dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang 
tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau 
pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, 
berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-
masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu 
kebudayaan”. 

 

Terdapat beberapa jenis keluarga, yakni keluarga inti yang terdiri 

dari suami, istri, anak atau anak-anak dan keluarga konjual yang terdiri dari 

pasangan dewasa (ibu dan ayah) dan anak-anak mereka, di mana 

terdapat interaksi dengan salah satu atau dua pihak dari orang tua. Selain 

itu dapat ditarik atas dasar garis keturunan di atas keluarga aslinya. 

Keluarga luas ini meliputi hubungan antara paman, bibi, keluarga kakek 

dan keluarga nenek. 

Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar 

pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan 

situasi tertentu. Peranan pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan 

                                                             
2 Anton M Moeliono, 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan 2 , Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 30 
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pola perilaku dari keluarga, kelompok dan masyarakat. Setiap keluarga 

memiliki tugas pokok dan fungsi yang akan dijalankan.  

Terdapat 3 (tiga) jenis subsistem dalam keluarga, yakni subsistem 

suami-istri, subsistem orangtua dan anak, dan subsistem sibling (kakak-

adik). Subsistem suami-istri terdiri dari seorang laki-laki dan perempuan 

yang hidup bersama dengan tujuan untuk membangun sebuah keluarga. 

Pasangan ini menyediakan dukungan mutual satu sama lainnya dan 

membangun sebuah ikatan yang melindungi subsistem tersebut dari 

gangguan yang ditimbulkan oleh kepentingan maupun kebutuhan dari 

subsistem-subsistem lain. Subsistem orangtua-anak terbentuk sejak 

kelahiran seorang anak dalam keluarga, subsistem ini meliputi transfer nilai 

dan pengetahuan dan pengenalan akan tanggung jawab terkait dengan 

relasi antara orangtua dan anak. Subsistem sibling (kakak-adik) terbentuk 

sejak kelahiran mereka dalam satu rahim dari seorang dan mempunyai 

hubungan darah3. 

Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala 

rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga di samping 

beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari Ayah, 

Ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan 

yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian 

dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam 

                                                             
3 http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga diakses pada tanggal 23 April 2013. Pukul 16.18 WITA 

http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga
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keluarga. Sebuah anggota keluarga disebut harmonis apabila seluruh 

anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya 

konflik, ketegangan, kekecewaan, dan kepuasan terhadap (fisik, mental, 

emosi, dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut 

disharmonis apabila terjadi sebaliknya. 

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika 

kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya 

dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul 

ketidaksamaan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam 

lingkup rumah tangga tersebut. 

Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun 

orangtua dan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau 

rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun 

konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Setiap 

keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. 

Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota 

keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan 

mengerti perasaan, kepribadian, dan pengendalian emosi tiap anggota 

keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. 

Penyelesaian konflik secara sehat, terjadi bila masing-masing 

anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, berusaha 

mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama 
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menguntungkan bagi mereka melalui komunikasi yang baik dan lancar. 

Tetapi, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan 

semakin sering terjadi dalam keluarga. 

Penyelesaian masalah yang menggunakan emosi biasa dilakukan  

dengan marah yang berlebih-lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai 

pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah 

menyeramkan. Dan terkadang pula muncul perilaku seperti menyerang, 

memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti 

ini dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 

yang diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan 

yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, 

seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 

Aparat kepolisian sebagai penegak hukum mempunyai tugas yang 

berat untuk menangani suatu tindak pidana yang ada terutama kekerasan 

dalam rumah tangga dan tindakan kekerasan yang terjadi di suatu wilayah 

terkait erat dengan situasi dan kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya 

masyarakatnya4. 

                                                             
4 Yuarsi Susi Eja, Menggagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan Cetakan 1, Pusat Studi 
Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada,Yogyakarta, 2002, hlm. 13. 
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Dalam kehidupan nyata berumah tangga, dominan seorang suami 

melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap seorang istri 

atau kepada anak. Tetapi tidak jarang pula seorang istri yang melakukan 

tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami maupun anak. 

Faktor-faktor pendukung sehingga istri melakukan kekerasan dalam rumah 

tangga terhadap suami atau istri kepada anak-anaknya misalnya karena 

istri merasa terkekang dengan sifat tempramen yang dimiliki oleh sang 

suami sehingga istri tidak dapat menahan tekanan, kemudian 

memberontak dan berperilaku kasar terhadap suami, tidak jarang pula 

anak menjadi korban atas sikap pemberontakan sang istri. Adapun faktor 

lain sang istri melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga karena 

faktor ekonomi yang tidak dapat dipenuhi oleh sang suami, faktor 

perselingkuhan suami, maupun faktor sosial budaya yang dimana derajat 

sang istri lebih tinggi dari derajat sang suami.  

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan 

bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, 

tentram dan damai merupakan dambaan setip orang dalam rumah tangga. 

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan 

pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi 

kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau 
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ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga 

tersebut.  

Terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap 

suaminya ini menujukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 

tidak hanya dilakukan oleh seorang lelaki saja tetapi juga bisa dilakukan 

oleh perempuan. Ini biasanya terjadi karena kebutuhan hidup semakin 

tinggi dan penghasilan istri lebih besar yang membuat istri merasa lebih 

dapat melakukan segalanya dan ini yang biasanya memicu konflik rumah 

tangga.  

Kekerasan dalam rumah tangga selama ini sering disuarakan oleh 

LSM  wanita, padahal secara fakta kita lihat, ada suami yang dibakar 

hidup-hidup oleh istrinya karena konflik rumah tangga, ada juga dipotong 

alat vitalnya oleh istrinya. Masalah kekerasan siapapun orang bisa saja 

melakukan, tidak mengenal gender, tergantung mana yang lebih dominan 

dalam suatu masalah. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang 

dialami suami jarang menjadi konsumsi publik, tetapi apabila suami yang 

melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada istri 

selalu menjadi santapan oleh LSM wanita untuk memberikan pembelaan 

terhadap kaum wanita. Jadi, anggapa bahwa wanita itu lemah, tidak tepat. 

Buktinya ada kekerasan istri terhadap suami. Menurut Kalyana Mitra aktifis 

perempuan dan anak 
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5: 

“Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah perubahan fisik 
dan kata-kata yang terjadi ditempat dimana seseorang seharusnya 
bisa merasa aman yaitu rumah. Dalam Undanng-Undang Nomor 
23 tahun 2004 Pasal 1 ayat 1, kekerasan dalam rumah tangga 
(KDRT) adalah setiap perubahan terhadap seseorang terutama 
perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 
penderitaan secara fisik, psikologis, seksual dan atau 
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan 
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara 
melawan hukum dan lingkungan keluarga” 

 
Pengaruh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berakibat 

sangat buruk dan merusak korbannya sebagaimana pusat penelitian 

komunikasi dan informasi perempuan (1999), menjelaskan bahwa akibat 

perlakuan kejam, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 

kebanyakan bercirikan antara lain6 : 

1. Menderita ketegangan atau stress tingkat tinggi 
2. Menderita kecemasan, depresi dan sakit kejiwaan tingkat tinggi 
3. Berkemungkinan untuk bunuh diri 
4. Resiko keguguran dua kali lebih tinggi dibandingkan yang 

bukan korban kekerasan 
5. Kemampuan menghadapi dan menyelesaikan masalah lebih 

rendah 
6. Lebih terpencil secara sosial 
7. Lebih berkemungkinan bertindak kejam terhadap anak 
8. Lebih sensitif atau mudah terserang penyakit karena stress 
 

Peristiwa-peristiwa yang menyangkut kekerasan dalam rumah 

tangga yang dilakukan oleh istri tersebut kemudian menimbulkan beberapa 

                                                             
5 Kalyana Mitra, 1999, Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Komunikasi Dan 
Informasi Perempuan, Jakarta Pusat, hlm. 6. 
6 http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/153/hubptain-gdl-iskandarni-7630-1-babi.pdf diakses 
pada tanggal 16 April 2013 pukul 14.00. 

http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/153/hubptain-gdl-iskandarni-7630-1-babi.pdf
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pertanyaan sensitif dan dilematis seperti apa faktor dan penyebab 

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang 

istri di dalam keluarga sehingga membuat suasana dalam keluarga 

menjadi tidak harmonis.  

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, salah satu kasus 

mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukakan oleh 

istri yang pernah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Klas IB Maros dengan 

Nomor 91/Pid.B/2011/PN.MRS. Dalam kasus ini, sang istri (pelaku) 

melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) kepada suaminya 

(korban) di rumah mereka, dengan cara memukul dengan tangan kosong 

sebanyak 2 kali yang mengena pada bagian dada/perut sebelah kanan 

dan lengan kiri sehingga korban mengalami luka. Dan di hari yang lain, 

pelaku melakukan kekerasan dengan cara mencakar pada lengan kiri dan 

badan korban sehingga mengalami luka memar/gores dan rasa sakit. 

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut diawali dengan 

pertengkaran mulut yang membahas masalah pembayaran rumah dan 

mobil yang belum cukup/belum terbayar. Selain itu, pelaku juga menduga 

bahwa korban memiliki wanita idaman lain  yang menurut pelaku, si korban 

membiayai wanita tersebut, karena dipaksa mengakui hal yang tidak 

dilakukan korban sehingga memancing emosi pelaku yang kemudian 

melakukan pemukulan atau mecakar yang menyebabkan luka pada 

korban. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam skripsi ini : 

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan 

dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri dalam studi kasus 

Putusan No. 91/Pid.B/2011/PN.MRS ? 

2. Upaya apa yang dilakukan untuk mencegah perilaku menyimpang 

seorang istri yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui sejauh mana faktor ekonomi, sosial, dan budaya 

berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga 

yang dilakukan oleh istri. 

2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dapat membantu 

pencegahan perilaku menyimpang seorang istri dalam melakukan 

kekerasan dalam rumah tangga. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk memberikan masukan atau kontribusi ilmiah kepada 

Pemerintah terlebih khusus kepada masyarakat dalam 

menanggulangi atau menyelesaikan kasus-kasus yang terkait 



 
 

12 
 

dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh 

istri. 

2. Sebagai penelitian yang dapat berwawasan ilmiah yang diharapkan 

dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi almamater kami, 

yaitu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 

3. Dapat dijadikan sebagai referensi tambahan kepada Mahasiswa 

Fakultas Hukum dalam penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum 

Sosiologi hukum merupakan suatu ilm u pengetahuan yang secara 

teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap 

hukum dan sebaliknya7.  

Sosiologi hukum tidak lepas dari fakta atau realitas karena 

sosiologi hukum berparadigma fakta sosial. Sosiologi hukum merupakan 

cabang khusus dari sosiologi yang berperhatian untuk mempelajari hukum 

tidak sebagai konsep-konsep normatif melainkan sebagai fakta sosial. 

Berparadigma fakta sosial berarti tidak mengkaji nilai, norma atau ide 

apapun tentang hukum 

Kajian terhadap hukum dapat dibedakan ke dalam beberapa 

pandangan. Di antara pandangan-pandangan itu, diuraikan berikut8 : 

1. Kajian Normatif 

Kajian normatif memandang hukum dalam wujudnya sebagai 

kaidah, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak 

boleh dilakukan. Kajian normatif sifatnya prespektif yaitu bersifat 

menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Kajian-kajian 

                                                             
7 Soerjono Soekanto, 1994, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 21. 
8 Achmad Ali, 1998, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 3-
5. 
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normatif terhadap hukum antara lain : Ilmu Hukum Pidana Positif, 

dan Ilmu Hukum Tatanegara Positif. Dengan kata lain, kajian 

normatif mengkaji law in books. Kajian normatif dunianya adalah 

das sollen (apa yang seharusnya). 

2. Kajian Filosofis 

Kajian filosofis merupakan kajian yang memandang hukum sebagai 

seperangkat nilai ideal, yang seyogyanya senantiasa menjadi 

rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan 

kaidah hukum. Kajian filosofis sifatnya ideal. Kajian ini diperankan 

oleh kajian Filsafat Hukum. Dengan perkataan lain, kajian filsafat 

hukum itu mengkaji law in ideas 

3. Kajian yang Empiris 

Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai 

kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-

lain. Kajian ini bersifat deskriptif. Kajian-kajian empris antara lain : 

Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, dan Psikologi Hukum. 

Dengan kata lain kajian empiris mengkaji law in action. 

Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya 

fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori 



 
 

15 
 

sosiologis, sehingga sering disalah-tafsirkan bukan hanya oleh kalangan 

nonhukum, tetapi juga dari kalangan hukum sendiri
9
. 

Curson menjelaskan penggunaan istilah legal sociology juga 

menunjukkan studi spesifik tentang situasi-situasi di mana aturan-aturan 

hukum beroperasi, dan tingkah laku yang dihasilkan dari beroperasinya 

aturan-aturan hukum itu10.  

Dengan demikian yang membedakan antara Ilmu Hukum 

(normatif) seperti Ilmu Hukum Pidana, Ilmu Hukum Tatanegara, dan Ilmu 

Hukum Acara dengan Sosiologi Hukum Pidana, Sosiologi Hukum 

Tatanegara, Sosiologi Hukum Acara, adalah ilmu normatif menekankan 

kajian pada law in books, hukum sebagaimana seharusnya dan karena itu 

berada dalam dunia sollen. Sebaliknya, sosiologi hukum menekankan 

kajian pada law in action, hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai 

tingkah laku manusia yang berarti berada di dunia sein. Sosiologi hukum 

menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sebaliknya ilmu 

hukum menggunakan pendekatan normatif yang bersifat prespektif11. 

Vilhelm Aubert memandang sosiologi hukum merupakan cabang 

dari dari Sosiologi Umum, yang sama halnya dengan cabang sosiologi lain 

seperti Sosiologi Keluarga, Sosiologi Industri, atau Sosiologi Medis. Ia 

seharusnya tidak mengabaikan bahwa bagaimanapun, secara logis 

                                                             
9 Ibid, hlm. 9. 
10 Ibid, hlm. 138. 
11 Ibid, hlm. 11. 



 
 

16 
 

sosiologi dapat juga dipandang sebagai suatu alat pembantu dari studi 

hukum, suatu penolong dalam pelaksanaan tugas-tugas profesi hukum. 

Analisis sosiologis tentang fenoma-fenoma yang diatur oleh hukum, dalam 

membantu para pembuat undang-undang atau pengadilan dalam membuat 

putusannya. Dan yang benar-benar penting adalah fungsi kritis dari 

sosiologi hukum, sebagai suatu penolong dalam meningkatkan kesadaran 

kaum professional hukum dalam menjalankan fungsi-fungsi 

kemasyarakatannya12. 

Jadi, sosiologi hukum bukanlah sosiologi ditambah hukum. Itulah 

sebabnya sehinga pakar sosiologi hukum adalah seorang yuris dan bukan 

seorang sosiolog. Tidak lain karena seorang sosiolog hukum harus mampu 

membaca, mengenal, dan memahami berbagai fenomena hukum sebagai 

objek kajiannya. 

 

B. Keluarga Sebagai Bagian Dalam Masyarakat 

Keluarga berasal dari bahasa sansekerta yaitu Kulawarga, Ras, 

dan Warga yang berarti anggota adalah lingkungan yang terdapat 

beberapa orang yang masih berhubungan darah. Keluarga sebagai 

kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan antar 

                                                             
12 Ibid, hlm. 13 
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individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab di antara individu 

tersebut
13

. 

Keluarga dapat terbentuk dari sekumpulan individu, dan 

merupakan bagian dalam masyarakat juga. Keluarga merupakan  

unit/satuan masyarakat terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok 

kecil dalam masyarakat. Dari kelompok inilah yang akan melahirkan 

individu dengan berbagai macam bentuk kepribadiannya dalam 

masyarakat. Keluarga merupakan gejala universal yang terdapat dimana-

mana di dunia ini. 

Pengertian keluarga berdasarkan asal-usul kata yang 

dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa keluarga berasal dari 

bahasa Jawa yang terbentuk dari dua kata yaitu kawula dan warga. Di 

dalam bahasa Jawa kuno kawula berarti hambadan warga artinya anggota. 

Secara bebas dapat diartikan bahwa keluarga adalah anggota hamba atau 

warga saya. Artinya anggota dari kawula merasakan sebagai satu 

kesatuan yang utuh sebagai bagian dari dirinya dan dirinya juga 

merupakan bagian dari warga yang lainnya secara keseluruhan14.  

 

                                                             
13 http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/01/posted-under-uncategorized-e-pengertian-individu-
individu-berasal-dari-kata-latin-individuum-yang-artinya-tidak-terbagi-individu-menekankan-
penyelidikan-kepada-kenyataan-kenyataan-hidup-ya/ diakses tanggal 12 Desember 2012. Pada pukul 
11:21 am. 
14 Ahmadi, Abu & Nur Ubiyati, 2001, Ilmu Pendidikan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 176. 

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/01/posted-under-uncategorized-e-pengertian-individu-individu-berasal-dari-kata-latin-individuum-yang-artinya-tidak-terbagi-individu-menekankan-penyelidikan-kepada-kenyataan-kenyataan-hidup-ya/
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/01/posted-under-uncategorized-e-pengertian-individu-individu-berasal-dari-kata-latin-individuum-yang-artinya-tidak-terbagi-individu-menekankan-penyelidikan-kepada-kenyataan-kenyataan-hidup-ya/
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/01/posted-under-uncategorized-e-pengertian-individu-individu-berasal-dari-kata-latin-individuum-yang-artinya-tidak-terbagi-individu-menekankan-penyelidikan-kepada-kenyataan-kenyataan-hidup-ya/
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Menurut Narwoko dan Suyanto15: 

“Keluarga adalah lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga 
atau pranata sosial lainnya berkembang. Di masyarakat mana pun di 
dunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan 
menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu” 
 

Keluarga dapat dibedakan menjadi dua, yakni keluarga batih atau 

keluarga inti (conjugal family) dan keluarga kerabat (consanguine family). 

Conjugal family atau keluarga batih didasarkan atas ikatan perkawinan 

terdiri dari seorang suami, seorang istri, dan anak-anaknya yang belum 

menikah. Lain halnya dengan consanguine family. Keluarga berhubungan 

kerabat sedarah atau consanguine family tidak didasarkan pada pertalian 

kehidupan suami istri, melainkan pada pertalian darah atau ikatan 

keturunan dari sejumlah kerabat. Keluarga kerabat terdiri dari hubungan 

darah dari beberapa generasi yang ,mungkin berdiam dalam satu rumah 

atau mungkin pula berdiam pada tempat lain yang berjauhan. 

“Kesatuan keluarga consanguine ini disebut juga sebagai 

extended family atau keluarga luas”16. 

Menurut Narwoko dan Suyanto fungsi keluarga adalah
17

 : 

1. Fungsi Pengatur Keturunan 

Dalam masyarakat orang telah terbiasa dengan fakta 

bahwa kebutuhan seks dapat dipuaskan tanpa adanya prekreasi 

                                                             
15 Narwoko, J.Dwi dan Suyanto, Bagong, 2004, Sosiologi : Teks pengantar & terapan, Kencana, Jakarta, hlm.14. 
16 ibid 
17

 ibid, hlm.214-217. 
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(mendapatkan anak) dengan berbagai cara, misalnya kontrasepsi, 

abortus, dan teknik lainnya. Meskipun sebagian masyarakat tidak 

membatasi kehidupan seks pada situasi perkawinan, tetapi semua 

masyarakat setuju bahwa keluarga akan menjamin reproduksi. 

Karena fungsi reproduksi ini merupakan hakikat untuk kelangsungan 

hidup manusia dan sebagai dasar kehidupan sosial manusia dan 

bukan hanya sekadar kebutuhan biologis saja. Fungsi ini didasarkan 

atas pertimbangan-pertimbangan sosial, misalnya dapat melanjutkan 

keturunan, dapat mewariskan harta kekayaan, serta pemeliharaan 

pada hari tuanya. Pada umumnya masyarakat mengatakan bahwa 

perkawinan tanpa menghasilkan anak merupakan suatu kemalangan 

karena dapat menimbulkan hal-hal yang negatif. Bahkan ada yang 

berpendapat bahwa semakin banyak anak semakin banyak 

mendapatkan rezeki, terutama hal ini dianut oleh orang-orang Cina 

dan dihubungkan dengan keagamaan, karena semakin banyak anak 

semakin banyak yang memuja arwah nenek moyangnya. 

2. Fungsi Sosialisasi atau Pendidikan 

Fungsi ini untuk mendidik anak mulai dari awal sampai 

pertumbuhan anak hingga terbentuk personality-nya. Anak-anak lahir 

tanpa bekal sosial, agar si anak dapat berpartisipasi maka 

harus disosialisasi oleh orang tuanya tentang nilai-nilai yang ada 

dalam masyarakat. Jadi, dengan kata lain, anak-anak harus belajar 
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norma-norma mengenai apa yang senyatanya baik dan tidak layak 

dalam masyarakat. Berdasarkan hal ini, maka anak-anak harus 

memperoleh standar tentang nilai-nilai apa yang diperbolehkan dan 

tidak, apa yang baik, yang indah, yang patut, dsb. Mereka harus 

dapat berkomunikasi dengan anggota masyarakat lainnya dengan 

menguasai sarana-sarananya. Dalam keluarga, anak-anak 

mendapatkan segi-segi utama dari kepribadiannya, tingkah lakunya, 

tingkah pekertinya, sikapnya, dan reaksi emosionalnya. Karena itulah 

keluarga merupakan perantara antara masyarakat luas dan individu. 

Perlu diketahui bahwa kepribadian seseorang itu diletakkan pada 

waktu yang sangat muda dan yang berpengaruh besar sekali 

terhadap kepribadian seseorang adalah keluarga, khususnya 

seorang ibu. 

3. Fungsi Ekonomi atau Unit Produksi 

Urusan-urusan pokok untuk mendapatkan suatu kehidupan 

dilaksanakan keluarga sebagai unit-unit produksi yang seringkali 

dengan mengadakan pembagian kerja di antara anggota-

anggotanya. Jadi, keluarga bertindak sebagai unit yang terkoordinir 

dalam produksi ekonomi. Ini dapat menimbulkan adanya industri-

industri rumah dimana semua anggota keluarga terlibat di dalam 

kegiatan pekerjaan atau mata pencaharian yang sama. Dengan 

adanya fungsi ekonomi maka hubungan di antara anggota keluarga 
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bukan hanya sekadar hubungan yang dilandasi kepentingan untuk 

melanjutkan keturunan, akan tetapi juga memandang keluarga 

sebagai sistem hubungan kerja. Suami tidak hanya sebagai kepala 

rumah tangga, tetapi juga sebagai kepala dalam bekerja. Jadi, 

hubungan suami-istri dan anak-anak dapat dipandang sebagai 

teman sekerja yang sedikit banyak juga dipengaruhi oleh 

kepentingan-kepentingan dalam kerja sama. Fungsi ini jarang sekali 

terlihat pada keluarga di kota dan bahkan fungsi ini dapat dikatakan 

berkurang atau hilang sama sekali. 

4. Fungsi  Pelindung 

Fungsi ini adalah melindungi seluruh anggota keluarga dari 

berbagai bahaya yang dialami oleh suatu keluarga. Dengan adanya 

negara, maka fungsi ini banyak diambil alih oleh instansi negara. 

5. Fungsi Penentuan Status 

Jika dalam masyarakat terdapat perbedaan status yang besar, 

maka keluarga akan mewariskan statusnya pada tiap-tiap anggota 

atau individu sehingga tiap-tiap anggota keluarga mempunyai hak-

hak istimewa. Perubahan status ini biasanya melalui perkawinan. 

Hak-hak istimewa keluarga, misalnya menggunakan hak milik 

tertentu, dan lain sebagainya. Jadi, status dapat diperoleh melalui 

assign status maupun ascribed status. Assign Status adalah status 

sosial yang diperoleh seseorang di dalam lingkungan masyarakat 
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yang bukan didapat sejak lahir tetapi diberikan karena usaha dan 

kepercayaan masyarakat. Contohnya seseorang yang dijadikan 

kepala suku, ketua adat, sesepuh, dsb. Sedangkan Ascribed Status 

adalah tipe status yang didapat sejak lahir seperti jenis kelamin, ras, 

kasta, keturunan, suku, usia, dan lain sebagainya. 

6. Fungsi Pemeliharaan 

Keluarga pada dasarnya berkewajiban untuk memelihara 

anggotanya yang sakit, menderita, dan tua. Fungsi pemeliharaan ini 

pada setiap masyarakat berbeda-beda, tetapi sebagian masyarakat 

membebani keluarga dengan pertanggungjawaban khusus terhadap 

anggotanya bila mereka tergantung pada masyarakat. Seiring 

dengan perkembangan masyarakat yang makin modern dan 

kompleks, sebagian dari pelaksanaan fungsi pemeliharaan ini mulai 

banyak diambil alih dan dilayani oleh lembaga-lembaga masyarakat, 

misalnya rumah sakit, rumah-rumah yang khusus melayani orang-

orang jompo. 

7.  Fungsi Afeksi 

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan kasih 

sayang atau rasa dicintai. Sejumlah studi telah menunjukkan bahwa 

kenakalan yang serius adalah salah satu ciri khas dari anak yang 

sama sekali tidak pernah mendapatkan perhatian atau merasakan 
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kasih sayang. Di sisi lain, ketiadaan afeksi juga akan menggerogoti 

kemampuan seorang bayi untuk bertahan hidup . 

Keluarga dengan berbagai fungsi yang dijalankan adalah sebagai 

wahana dimana seorang individu mengalami proses sosialisasi yang 

pertama kali, sangat penting artinya dalam mengarahkan terbentuknya 

individu menjadi seorang yang berpribadi. Sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dengan masyarakat, keluarga mempunyai kolerasi fungsional 

dengan masyarakat tertentu, oleh karena itu dalam proses pengembangan 

individu menjadi seorang yang berpribadi hendaknya diarahkan dengan 

struktur masyarakat yang ada, sehingga seorang individu menjadi seorang 

dewasa dalam arti mampu mengendalikan diri dengan melakukan 

hubungan-hubungan sosial di dalam masyarakat yang cukup majemuk. 

Dalam setiap masyarakat manusia, pasti akan dijumpai keluarga 

batih (nuclear family). Keluarga batih tersebut lazimnya juga disebut rumah 

tangga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah 

dan proses pergaulan hidup. Suatu keluarga batih dianggap sebagai suatu 

sistem sosial, oleh karena memiliki unsur-unsur sistem sosial yang pada 

pokoknya mencakup kepercayaan, perasaan, tujuan, kaidah-kaidah, 

kedudukan dan peranan, tingkatan atau jenjang, sanksi, kekuasaan, dan 
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fasilitas. Kalau unsur-unsur itu diterapkan pada keluarga batih, maka akan 

ditemui keadaan sebagai berikut
18

 : 

1. Adaya kepercayaan bahwa terbentuknya keluarga batih 
merupakan suatu kodrat yang Maha Pencipta. 

2. Adanya perasaan-perasaan tertentu pada diri anggota-anggota 
keluarga batih yang mungkin berwujud rasa saling mencintai, saling 
menghargai, atau rasa saling bersaing. 

3. Tujuan, yaitu bahwa keluarga batih merupakan suatu wadah di 
mana manusia mengalami proses sosialisasi, serta mendapatkan 
suatu jaminan akan ketentraman jiwanya. 

4. Setiap keluarga batih senantiasa diatur oleh kaidah-kaidah yang 
mengatur timbal balik antara anggota-anggotanya, maupun dengan 
pihak-pihak luar keluarga batih yang bersangkutan. 

5. Keluarga batih maupun anggota-anggotanya mempunyai 
kedudukan dan peranan tertentu dalam masyarakat. 

6. Anggota-anggota keluarga batih, misalnya, suamil dan istri sebagai 
ayah dan ibu, mempunyai kekuasaan yang menjadi salah satu 
dasar bagi pengawasan proses hubungan kekeluargaan. 

7. Masing-masing anggota keluarga batih mempunyai posisi sosial 
tertentu dalam hubungan kekeluargaan, kekerabatan maupun 
dengan pihak luar. 

8. Lazimya sanksi-sanksi positif maupun negatif diterapkan dalam 
keluarga tersebut, bagi mereka yang patuh serta terhadap mereka 
yang menyeleweng. 

9. Fasilitas untuk mencapai tujuan berkeluarga biasanya juga ada, 
misalnya sarana-sarana untuk mengadakan proses sosialisasi. 
 

Dengan demikian, maka suatu keluarga batih pada dasarnya 

mempunyai fungsi-fungsi, sebagai berikut19 : 

1. Unit terkecil dalam masyarakat yang mengatur hubungan seksual 
yang seyogya. 

2. Wadah tempat berlangsungnya sosialisasi, yakni proses di mana 
anggota-anggota masyarakat yang baru mendapatkan pendidikan 

                                                             
18 Soerjono Soekanto, 2004. Sosiologi Keluarga (Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak), PT. 
RINEKA CIPTA, Jakarta, hlm.1-2. 
19 Ibid, hlm. 2. 
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untuk mengenal, memahami, mentaati, dan menghargai kaidah-
kaidah serta nilai-nilai berlaku. 

3. Unit terkecil dalam masyarakat yang memenuhi kebutuhan-
kebutuhan ekonomis 

4. Unit terkecil dalam masyarakat tempat anggota-anggotanya 
mendapatkan perlindungan bagi ketentraman dan perkembangan 
jiwanya. 

 

Fungsi-fungsi tersebut paling sedikit mengakibatkan konsekuensi-

konsekuensi tertentu, misalnya pada pihak orang tua yang terdiri dari 

suami/ayah dan istri/ibu. Hal-hal itu terutama terarah kepada anak-anak, di 

samping pihak-pihak lain. 

Lazimnya dikatakan, bahwa keluarga batih merupakan unit 

pergaulan hidup yang terkecil dalam masyarakat. Sebab, di samping 

keluarga batih terdapat pula unit-unit pergaulan hidup lainnya, misalnya, 

keluarga luas (extended family), komunitas (community) dan lain 

sebagainya. Sebagai unit pergaulan hidup terkecil dalam masyarakat, 

keluarga batih mempunyai peranan-peranan tertentu. Peranan-peranan itu 

adalah sebagai berikut20 : 

1. Keluarga batih berperan sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi 
yang menjadi anggota, di mana ketentraman dan ketertiban 
diperoleh dalam wadah tersebut. 

2. Keluarga batih merupakan unit sosial-ekonomis yang secara 
materil memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya. 

3. Keluarga batih menumbuhkan dasar-dasar bagi kaidah-kaidah 
pergaulan hidup. 

4. Keluarga batih merupakan wadah di mana manusia mengalami 
proses sosialisasi awal, yakni suatu proses di mana manusia 

                                                             
20 Ibid, hlm. 23. 
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mempelajari dan mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang 
berlaku dalam masyarakat. 
 

Keluarga batih sangat penting bagi perkembangan kepribadian 

seseorang. Gangguan pada pertumbuhan kepribadian seseorang mungkin 

disebabkan pecahnya kehidupan keluarga batih secara fisik maupun 

mental. Di Indonesia peranan keluarga batih semakin penting. Di wilayah 

pedesaan yang sulit menutup diri terhadap pengaruh kota, peranan 

keluarga batih juga semakin penting. Semula keluarga luas (extended 

family) memang lebih berperan, secara tradisional hubungan darah lebih 

penting daripada hubungan karena perkawinan, walupun perkawinan 

merupakan salah satu upaya mempertahankan hubungan darah tersebut. 

Meningkatnya peranan keluarga batih disebabkan oleh faktor-

faktor sebagai berikut21 : 

1. Hubungan darah yang semula mendapat tekanan yang sangat kuat 
kemudian didampingi dengan faktor hubungan karena tempat 
tinggal yang sama. 

2. Pembagian kerja dalam masyarakat yang semakin berkembang ke 
arah keterampilan individual menyebabkan bahwa kemampuan 
individual lebih dipentingkan daripada kemampuan kolektif atau 
kelompok. 

3. Pusat kehidupan yang semula ada di kelompok-kelompok 
kekerabatan semakin beralih ke keluarga batih. 

4. Pelaksanaan program keluarga Berencana yang menekankan 
pada pengaturan kehamilan dan pembatasan kelahiran, dimana 
mengakibatkan semakin eratnya hubungan antara anggota-
anggota suatu keluarga batih yang relatif kecil jumlahnya. 
 

                                                             
21 Ibid 
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Dari sudut atau titik tolak perkembangan kepribadian individual 

anggota-anggota keluarga batih, akan berpengaruh pada semakin 

berperannya keluarga batih ke arah yang positif. Hal ini disebabkan karena 

orang tua (suami dan istri) akan dapat memusatkan perhatian yang lebih 

banyak terhadap anak-anaknya sendiri. Walaupun demikian, peningkatan 

keluarga batih di Indonesia belum merata. Hal ini disebabkan karena taraf 

kemajemukan masyarakat Indonesia yang relatif agak tinggi. Masyarakat 

Indonesia terdiri dari ratusan suku yang masing-masing kebudayaan 

khusus dan didasarkan pada cara menarik keturunan tertentu. Penaikan 

garis keturunan demikian mempunyai pengaruh timbal balik dalam tradisi 

bahwa kehidupan berpusat pada keluarga luas. Tradisi demikian hampir 

tidak mungkin dihapus, akan tetapi harus dibiarkan berkembang. Nantinya 

pasti akan ada faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya perkembangan 

ke arah meningkatnya peranan keluarga batih. 

Di samping itu tampaknya peningkatan peranan keluarga batih 

cenderung ada pada lapisan atas. Pada lapisan menengah perkembangan 

itu masih menemukan kesulitan-kesulitan karena masih dianutnya tradisi 

secara kuat, demikian pula halnya dengan lapisan bawah. 
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C. Kekerasan 

1. Pengertian Kekerasan 

Kekerasan dalam bahasa Inggris violence berasal dari bahasa 

Latin violentus yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Kekerasan dalam 

prinsip dasar hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah 

ekspresi baik dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang 

mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan 

atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau 

sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila 

diterjemahkan secara bebas dapat diartinya bahwa semua kewenangan 

tanpa mengindahkan keabsahan. Pengguna atau tindakan kesewenang-

wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini. 

“Akar Kekerasan: Kekayaan tanpa bekerja, Kesenangan tanpa hati 
nurani, Pengetahuan tanpa karakter, Perdagangan tanpa moralitas, 
Ilmu tanpa kemanusiaan, Ibadah tanpa pengorbanan, Politik tanpa 
prinsip.”22 
 

Hampir tiap menit terjadi kekerasan di dunia ini, baik kekerasan 

yang terjadi dalam rumah tangga, kekerasan dalam lingkungan, kekerasan 

dalam politik dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Menurut 

Wignyosoebroto23 : 

“Kekerasan adalah suatu tindakan, yang dilakukan oleh seseorang 
atau sejumlah orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa 

                                                             
22 http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan diakses tanggal 12 Januari 2013. Pada pukul 08:00 am. 
23 Wignyosoebroto. S, 1981, Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah. Makalah. Simposium 

Ansietas. Surabaya. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan
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kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang beposisi lebih 
lemah (atau yang tengah dipandang berada dalam keadan lemah) 
berdasarkan kekuatan fisiknya yang superior, dengan kesengajaan 
untuk dapat ditimbulkannya rasa derita di pihak yang tengah menjadi 
objek kekerasan itu” 

 
Namun, tak jarang pula tindak kekerasan ini terjadi sebagai bagian 

tindakan manusia untuk tak lain daripada melampiaskan amarah yang 

sudah tak tertahankan olehnya. Menurut Santoso24: 

“Kekerasan juga bisa diartikan dengan serangan memukul (assault 
and battery) merupakan kategori hukum yang mengacu pada 
tindakan illegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi actual 
kekuatan fisik pada orang lain. Serangan dengan memukul dan 
pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan individu 
meskipun tindakan tersebut dipengaruhi oleh tindakan kolektif” 

Kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah membuat orang 

menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Penjelasannya sebagai 

berikut 25 : 

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan 
jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan 
tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menebdang 
dan sebagainya. 
Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya umpanya 
memberi minuman racun. Kecubung atau lain-lain obat, sehingga 
orangya tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak dapat 
mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya 
tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak 
dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat 
dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, 
memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang 
pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. 
Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama 
sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, 

                                                             
24 Ibid 
25 Soesilo, 1980, KUHP serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasa, Politeia, Bogor, hlm.98. 



 
 

30 
 

misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung 
dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh. 
Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang 
terjadi atas dirinya. 
 

Secara filosofis, fenomena kekerasan merupakan sebuah gejala 

kemunduran hubungan antar pribadi, di mana orang tidak bisa lagi duduk 

bersama memecahkan suatu masalah. Hubungan yang ada hanya 

diwarnai dengan ketertutupan, kecurigaan dan ketidakpercayaan. Dalam 

hubungan seperti ini, tidak ada dialog, apalagi kasih. Semangat mematikan 

lebih besar daripada semangat menghidupkan, semangat mencelakakan 

lebih besar dari semangat melindungi. 

Secara teologis, kekerasan di antara sesama manusia merupakan 

akibat dari dosa. Kita tinggal dalam suatu dunia yang bukan saja tidak 

sempurna, tapi lebih menakutkan, dunia yang berbahaya. Orang bisa 

menjadi berbahaya bagi sesamanya. Mulai dari tipu muslihat, pemerasan, 

penyerangan, pemerkosaan, penganiayaan, pengeroyokan, sampai 

pembunuhan. 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang yang merasa dirinya kuat kepada seseorang atau 

sekelompok yang diaanggapnya lemah, di mana dapat dilakukan dengan 

cara memukul, membacok, dan menyiksa. 
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2. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan 

Budaya kekerasan disebut demikian karena belakangan ini 

penyelesaian masalah cenderung menggunakan cara-cara kekerasan, 

tampaknya semakin menguat dan menjadi budaya. Kekerasan dalam 

bentuk anarkis atau premanisne di beberbagai wilayah Indonesia telah 

menjadi warta setiap hari. Dengan memperhatikan kekerasan demi 

kekerasan yang terjadi, terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu 

terjadinya kekerasan, langsung maupun secara tidak langsung, secara 

sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama. Faktor-faktor tersebut 

diantaranya26 : 

a. Masalah penegakan hukum (law enforcement) yang masih lemah. 

Tanpa penegakan yang tegas dan adil, maka kekecewaan akan 

tumbuh dalam masyarakat. Penegakan yang diinginkan adalah yang 

adil, dalam arti tidak pandang bulu, apakah ia berduit atau tidak, 

apakah orang kaya atau orang miskin, apakah berkuasa atau tidak, 

di depan hukum harus diberlakukan secara adil. Jika tidak, 

kekecewaan demi kekecewaan masyarakat lambat laun akan 

terakumulasi dan hanya menunggu momentum untuk meledak. 

Sedikit saja ada permasalahan, masyarakat akan marah. 

 

                                                             
26 http://economist-suweca.blogspot.com/2010/09/budaya-kekerasan-yang-menguat-apa.html 
diakses tanggal 14 Januari 2013. Pada pukul 19:00 pm. 

http://economist-suweca.blogspot.com/2010/09/budaya-kekerasan-yang-menguat-apa.html
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b. Masalah kesenjangan ekonomi.  

Masalah kesenjangan ekonomi terjadi dimana-mana di belahan 

dunia. Hanya yang berbeda adalah tingkat kesenjangannya. 

Semakin besar gap pendapatan anggota masyarakat yang satu 

dengan yang lain, semakin potensial untuk mengoyak kestabilan dan 

keamanan wilayah atau daerah setempat. Kesenjangan ekonomi 

dapat dengan pasti menimbulkan kecemburuan sosial. Apabila 

mereka terbilang kaya tidak peduli dengan mereka yang miskin yang 

ada disekitarnya. Kecemburuan sosial inipun secara potensial 

membahayakan, karena sewaktu-waktu bisa tersulut membara 

menjadi tindakan anarkis, hanya karena percikan api permasalahan 

yang kecil saja. 

c. Tidak adanya keteladanan dari sang pemimpin. 

Artinya, pemimpin mulai tidak satya wacana: apa yang dilakukan 

berbeda jauh dengan apa yang dikatakan. Pemimpin melakukan 

tindakan-tindakan yang tidak terpuji, mementingkan diri sendiri, dan 

keluar dari rel kewenangannya. Masyarakat yang kehilangan figur 

yang layak diteladani bagai anak ayam yang kehilangan induknya. 

Walaupun secara fisik sang induk ada, tapi tidak pantas lagi menjadi 

panutan. Ketika terjadi permasalahan, maka masyarakat yang 

kehilangan figur keteladanan, menjadi bingung ke mana dan di mana 

tempat bertanya dan mengadu. Karena tidak ada yang pantas 
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diteladani, maka mereka melakukan tindakan yang semaunya, yang 

sering kali tanpa pertimbangan.  

d. Adanya provokasi dari pihak-pihak berkepentingan. 

Karena ada provokasi dari pihak-pihak yang berkepentingan 

menjadikan bibit-bibit permasalahan yang ada agar menjadi besar. 

Di balik upaya-upaya mereka itu tentu ada maksud yang 

tersembunyi, mungkin dalam kaitannya dengan politik, seperti dalam 

rangka merebut kekuasaan dengan cara merusak image orang yang 

sedang berkuasa atau lawan politiknya, dan sebagainya. Bagi 

sebagian masyarakat yang kondisinya sudah „labil‟ karena dihimpit 

oleh berbagai persoalan hidup, bukanlah tidak mungkin mereka 

dengan mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan 

destruktif tanpa menyadari bahwa sebenarnya mereka sedang 

diperalat. 

 

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Sebuah rumah tangga dengan keluarga inti (nuclear family) hanya 

tediri atas suami, istri, dan anak-anak. Lazim pula dijumpai dalam 

masyarakat sebuah rumah tangga yang terdiri dari anggota-anggota 

keluarga yang lain seperti mertua, ipar, dan sanak saudara atas dasar 

pertalian darah maupun perkawinan suami istri bersangkutan. Selain itu, di 



 
 

34 
 

dalam rumah tangga modern di kehidupan perkotaan umumnya 

diramaikan lagi dengan kehadiran orang lain yang berperan sebagai 

pembantu. Sang pembantu bisa saja berasal dari kerabat atau keluarga 

pasangan suami-istri bersangkutan dan bisa pula orang luar. 

Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan 

hal yang biasa terjadi. Tidak ada satupun keluarga yang tidak 

mengalaminya. Pada tingkatan yang wajar, pertengkaran bahkan bisa 

menjadi pewarna yang dapat menambah semarak dan hangatnya 

hubungan antara suami dan istri. Akan tetapi kadang-kadang konflik dan 

ketegangan tersebut berkembang menjadi tindak kekerasan yang terjadi 

dalam rumah tangga atau biasa disebut KDRT.  

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan 

bahwa27 : 

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap 
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, 
dan/atau penelantaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk 
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 
secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. 
 

 
Menurut Arif Gosita bahwa28 : 
 

Yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah 
berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, 

                                                             
27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
28 Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan. Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 296. 
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fisik, dan sosial para anggota keluarga oleh sesama anggota 
keluarga (anak/ menantu, ibu/ istri, dan ayah/ suami). 
 
 

2. Dasar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Fenomena yang memprihatinkan di Indonesia adalah bahwa 

kekerasan dalam rumah tangga, yang sudah diangkat dalam isu global, 

cukup lama tidak mendapat perhatian di Indonesia. Menguak kausa dari 

ketidak pedulian masyarakat terhadap masalah ini memerlukan 

pembahasan tersendiri, akan tetapi cukuplah dikatakan bahwa struktur 

sosial, persepsi masyarakat tentang perempuan dan tindak kekerasan 

terhadap perempuan serta nilai masyarakat yang selalu ingin tampak 

harmonis dan karenanya sulit mengakui akan adanya masalah dalam 

rumah tangga apapun resikonya.  

Maka dari itu, untuk mengatasi suatu tindak kekerasan dalam 

rumah tangga maka pemerintah membuat Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga sebagai landasan masyarakat. Dalam Undang-Undang di 

atas telah diatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang 

terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi : 

“Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan 
yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan 
dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah 
tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga”. 
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Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini 

berlaku bagi setiap orang, tanpa membedakan jenis kelamin. Jadi, 

Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini tidak hanya 

berlaku bagi seorang istri saja, namun juga berlaku untuk suami. Hal ini 

sesuai dengan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga, yaitu bahwa penghapusan kekerasan rumah tangga 

menganut asas kesetaraan gender. 

 

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Dilihat dari segi subyek dan obyeknya, kekerasan dalam rumah 

tangga dapat terjadi pada beberapa konteks berikut ini29 : 

a) Kekerasan pada suami terhadap istri 

Dalam pernyataan di Konferensi Perempuan Sedunia ke empat di 

Beijing bulan September 1995, Sekretaris Jenderal PBB Boutros 

Boutros Ghali mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan 

adalah masalah universal yang harus dikutuk secara universal 

pula. Tetapi, kata Ghali, masalah ini terus bertambah parah. 

Kekerasan dalam rumah tangga juga mengalami kenaikan. Studi di 

10 negara, katanya, menemukan bahwa 17 persen dan 38 persen 

perempuan menjadi korban penganiayaan fisik oleh pasangannya. 

                                                             
29 http://wonderful-family.web.id/?p=327 diakses tanggal 15 Januari. Pada pukul 09:00 am. 

http://wonderful-family.web.id/?p=327
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Pada bulan September 1992, Komisis PBB tentang Status 

Perempuan membentuk Kelompok Kerja Khusus dan memberikan 

mandat kepadanya untuk menyusun rancangan deklarasi tentang 

kekerasan terhadap perempuan. Tahun berikutnya, Komisi PBB 

untuk Hak Asasi Manusia dalam resolusi 3 Maret 1993 mengecam 

semua bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia 

yang secara khusus ditujukan kepada kaum perempuan. 

Pada tahun 1993, Sidang Umum PBB mengakui secara eksplisit 

adanya kekerasan terhadap perempuan yang semakin 

mengkhawatirkan, dan oleh karena itu diangkatlah Deklarasi 

Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Artikel kedua dari 

Deklarasi tersebut mengidentifikasi tiga wilayah dimana kekerasan 

terhadap perempuan kerap terjadi, salah satunya adalah dalam 

keluarga. Dalam konteks ini, Deklarasi memberikan batasan: 

“Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam 

keluarga, termasuk pemukulan, penganiayaan seksual terhadap 

anak-anak perempuan dalam rumah tangga; kekerasan yang 

berkaitan dengan mas kawin; perkosaan dalam perkawinan; 

pengrusakan alat kelamin perempuan dan kebiasaan-kebiasaan 

tradisional lain yang membahayakan perempuan; kekerasan oleh 

anggota keluarga bukan-pasangan; dan kekerasan yang 

berkaitan dengan eksploitasi”. 

Ternyata tindakan kekerasan dalam rumah tangga terjadi baik di 

negara-negara maju maupun negara yang sedang berkembang, 



 
 

38 
 

dan bersifat lintas agama maupun budaya. Catatan tentang kasus 

ini di Amerika Serikat memberikan data, setiap 18 menit seorang 

wanita mengalami pukulan. Kekerasan dalam rumah tangga telah 

dianggap menjadi penyebab utama cedera pada kelompok 

perempuan usia reproduktif di Amerika Serikat. Bahkan, antara 22 

% hingga 35 % dari perempuan yang masuk ke ruang gawat 

darurat rumah sakit di Amerika Serikat adalah korban kekerasan 

rumah tangga. 

Dalam keluarga muslim, kekerasan terhadap perempuan bisa 

terjadi sebagai akibat dari tidak dipahaminya hukum-hukum 

kekeluargaan, atau dipahami dengan cara yang salah. Sebagai 

contoh, adanya kasus “perkosaan” suami terhadap istri. Pernah 

suatu ketika penulis ditanya oleh seorang ibu muda, suaminya juga 

muslim, tentang perilaku suami yang suka memaksa dan berlaku 

kasar terhadap dia dan anaknya. Suaminya sering memaksa untuk 

melayani berhubungan seksual saat ia sedang haid atau saat siang 

hari bulan Ramadhan. 

Pada contoh kasus ini, kita melihat betapa suami tidak mengerti 

atau pura-pura tidak mengerti tentang hukum-hukum kekeluargaan. 

Islam melarang menggauli istri dalam keadaan haid, bahkan 

dihukumi sebagai haram. Islam juga melarang hubungan suami istri 

di siang hari bulan Ramadhan pada saat keduanya berstatus 
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sebagai orang yang wajib berpuasa. Pelanggaran terhadap hal ini 

dikenai kafarat puasa selama dua bulan berturutan. Ketika suami 

memaksa istri untuk mengadakan hubungan seksual dalam 

keadaan istri sedang haid atau berpuasa Ramadhan, jelas ini 

adalah sebentuk perkosaan dari suami terhadap istrinya sendiri. 

Celakanya, ketika istri berusaha menasihati secara langsung 

ataupun melewati orang lain, justru suaminya menumpahkan 

kemarahan dalam bentuk kekerasan fisik yang lebih berat. Pada 

akhirnya, istri meminta cerai kepada suaminya, tetapi suami tidak 

mau menceraikan. Bahkan suami mengancam, apabila istrinya 

tetap mengajukan gugatan cerai lewat pengadilan, ia akan 

menculik dan menganiaya anaknya. Kita lihat betapa lemahnya 

posisi wanita dalam contoh kasus seperti ini. 

Pada contoh yang lain, suami merasa berhak untuk memaksakan 

kehendak kepada istri sebab ia adalah pemimpin dalam rumah 

tangga. Implikasi yang mucul adalah perilaku tirani dan 

kesewenang-wenangan suami atas istri dan anak-anaknya. Ia 

adalah raja dalam rumah tangga yang bebas dari kritik serta 

kekurangan. Seakan-akan ia adalah segala-galanya, sedangkan 

pihak lain hanyalah ikut, serta tergantung penuh dengannya. 
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Tak jarang dijumpai seorang kepala rumah tangga memukul istri 

atau anak-anak, atau pembantunya, hanya gara-gara alasan yang 

amat sederhana. Dalam contoh kasus dimana perbuatan semacam 

itu terjadi di keluarga muslim, sering menimbulkan kesan bahwa 

seperti itulah ajaran Islam, yang meletakkan laki-laki sebagai 

penguasa absolut. 

b) Kekerasan istri terhadap suami 

Kekerasan dalam rumah tangga tidak mengenal jenis kelamin. 

Kekerasan bisa terjadi dari istri terhadap suami. Seorang istri yang 

amat pencemburu dan pemarah, bisa mengungkapkan kemarahan 

yang meledak dalam bentuk tindakan kekerasan, baik secara fisik 

maupun mental. Secara fisik misalnya, istri membunuh suami 

karena cemburu, atau istri melukai suami dengan pisau atau 

dengan air panas. Pernah juga dilaporkan seorang istri memotong 

alat kelamin suaminya dengan pisau karena kecemburuannya. 

Kekerasan psikologis terjadi misalnya tatkala istri melontarkan 

kata-kata kasar dan kotor kepada suami. Istri menteror suami 

dengan ancaman-ancaman dan ungkapan yang menyakitkan hati. 

Mungkin juga istri melakukan tindakan-tindakan paksa terhadap 

harta benda suaminya yang ia tidak memiliki hak atasnya. 

Termasuk melakukan tindakan penyelewengan seksual atau 

perselingkuhan yang dengan sengaja ditampakkan di depan mata 
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suami. Hal-hal seperti itu adalah kekerasan secara mental atau 

psikologis. 

c) Kekerasan orang tua kepada anak-anak 

Telah banyak kasus anak-anak menjadi korban kekerasan dari 

orang tuanya sendiri. Kekerasan fisik terjadi tatkala orang tua 

sering main pukul terhadap anak-anak. Hanya karena kesalahan-

kesalahan kecil yang tidak prinsip, orang tua menjadi emosi dan 

menghukum anak dengan tindakan keras. Tak jarang dijumpai ada 

anak menjadi cacat seumur hidup karena penyiksaan orang tua, 

atau bahkan menjadi mati teraniaya. Laporan dari Amerika Serikat 

menyebutkan bahwa tengah terjadi gejala yang kian 

mengkhawatirkan akhir-akhir ini, tindak kekerasan seksual 

terhadap anak-anak perempuan dalam rumah tangga oleh ayahnya 

sendiri. Tindakan ini sejak dari pelecehan seksual seperti 

perabaan, sampai ke tingkat perkosaan anak perempuan. Di 

Indonesia pun kasus-kasus seperti ini telah banyak dilaporkan, 

kendatipun tidak separah Amerika Serikat. 

Kekerasan secara psikologis juga banyak dialami anak-anak. Bobbi 

dePorter dan Mike Hernacki menuliskan bahwa anak-anak setiap 

harinya lebih banyak mendapatkan kata-kata celaan daripada 

pujian dan dorongan kebaikan. Artinya, orang tua ataupun 

lingkungan kerap menempatkan anak-anak secara tidak 
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proporsional. Anak-anak dituntut berperilaku seperti orang dewasa, 

sehingga apabila melakukan kesalahan perlu dicela dengan kata-

kata yang tak mendidik. Termasuk ancaman-ancaman menakutkan 

yang sering didapatkan anak-anak dari orang tuanya. 

d) Kekerasan anak-anak terhadap orang tua. 

Banyak pula dijumpai, anak-anak menjadi pelaku kekerasan baik 

secara fisik, seksual maupun psikologis terhadap orang tuanya. 

Berawal dari perbedaan pendapat, atau dari keinginan yang tidak 

dituruti, atau dari pembagian serta perlakuan yang tak adil dari 

orang tuanya, anak menjadi berang dan menganiaya orang tuanya 

sendiri. Bahkan ada yang sampai menyebabkan kematian orang 

tua. Kekerasan seksual pernah dilaporkan, anak laki-laki 

memperkosa ibu kandungnya sendiri. Kekerasan psikologis amat 

banyak contohnya dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Anak-

anak menghujat, mencela, berkata kasar dan kotor kepada orang 

tuanya. Anak-anak mengancam akan melarikan diri dari rumah, 

mengancam akan mencederai orang tua, dan berbagai ancaman 

lainnya. Anak-anak semacam ini ingin memaksakan kehendaknya 

sendiri terhadap orang tua. 

e) Kekerasan terhadap pembantu rumah tangga 

Seperti dalam pembahasan terdahulu tentang posisi pembantu 

rumah tangga, dalam kehidupan masyarakat kita banyak 
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ditemukan bentuk-bentuk kekerasan terhadap pembantu rumah 

tangga, khususnya pembantu perempuan. Sejak penyiksaan fisik, 

pemukulan, pelecehan seksual, perkosaan, serta kekerasan 

psikologis seperti kata-kata hinaan, dan ancaman-ancaman lain. 

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti ini telah 

mendapatkan sorotan internasional, lantaran biasanya hanya 

dianggap sebagai masalah pribadi yang tak layak dibicarakan di 

depan publik. Namun kini diskusi-diskusi ilmiah khusus 

mengangkat tema ini banyak digelar di berbagai negara, bahkan 

telah menjadi semacam komoditas yang “layak jual”, justru karena 

banyaknya kejadian di dalam kenyataan keseharian. 

 

4. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Kekerasan yang paling menyedihkan apabila terjadi di dalam 

lembaga perkawinan, lembaga yang menurut pandangan bangsa 

Indonesia adalah lembaga sakral harus menjadi tempat terjadinya 

kekerasan dan penyiksaan dalam ber-rumah tangga. Harus diakui bahwa, 

di dalam lembaga perkawinan banyak sekali terjadi kekerasan atau 

penyiksaan, khususnya yang dialami oleh istri yang tidak pernah diketahui 

oleh orang lain, bukan hanya kekerasan fisik yang dialami istri, tetapi juga 

terjadi kekerasan psikis yang membuat istri sangat menderita. 
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Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak disebutkan secara 

khusus mengenai pengertian kekerasan, tetapi dalam Pasal 1 angka 1 

menyebutkan definisi kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut : 

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang 
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, 
psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman 
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan 
kemerdekaan secara mealwan hukum dalam lingkup rumah tangga.” 

 
Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa jenis 

kekerasan dalam rumah tangga terdiri atas : 

1. Kekerasan fisik; 
2. Kekerasan psikologis; 
3. Kekerasan seksual; 
4. Penelantaran rumah tangga; dan 
5. Ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau 

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup 
rumah tangga. 
 

Herkutanto menyatakan jenis kekerasan pada perempuan dapat 

terjadi dari segi fisik atau psikis, selain itu dapat dilakukan secara aktif 

(menggunakan kekerasan) atau pasif (menelantarkan), dan pelanggaran 

seksual. Yang sering terjadi adalah kombinasi dari berbagai bentuk, 

walaupun dapat saja hanya muncul dalam salah satu bentuk diatas30. 

                                                             
30 Herkutanto. 1998. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana, Pendekatan dari 
Sudut Pandang Kedokteran. Makalah dalam lokakarya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem 
Hukum Pidana, Suatu Pembahasan Kritis. Jakarta, hlm. 5. 
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Lebih jauh Herkutanto membagi bentuk kekerasan sebagai berikut31 : 

1. Kekerasan fisik; 
2. Kekerasan psikis; 
3. Penelantaran perempuan; dan 
4. Pelanggaran seksual; 

a. Pelanggaran seksual tanpa unsur pemaksaan. 
b. Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan. 

 

Bentuk kekerasan menurut Ita F Nadia adalah sebagai berikut32 : 

1. Pelecehan seksual; 
2. Pemukulan perempuan oleh pasangan hidupnya (domestic 

violence); 
3. Perkosaan; 
4. Perdagangan perempuan : TKW, Pelacuran, Pornografi; dan 
5. Pelanggaran hak reproduksi : pemasangan alat KB secara paksa. 

 

Dari definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa 

jenis-jenis kekerasan terdiri atas : 

1. Kekerasan fisik; 
2. Kekerasan psikis; 
3. Kekerasan seksual; dan 
4. Penelantaran ekonomi. 

 

Kekerasan fisik adalah suatu tindakan kekerasan yang 

mengakibatkan luka, rasa sakit, atau cacat pada Undang-Undang istri 

hingga menyebabkan kematian. Selanjutnya yang termasuk dalam bentuk 

kekerasan fisik adalah : 

                                                             
31 Ibid, hlm. 5-6. 
32 Ita F Nadia. 1998. Kekerasan terhadap perempuan dari perspekrif gender (kekerasan terhadap 
perempuan, lokakarya kesehatan perempuan). Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan The Ford 
Foundation, Jakarta, hlm.2. 
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a. Menampar; 
b. Memukul; 
c. Menarik rambut; 
d. Menyulut dengan rokok; 
e. Melukai dengan senjata; dan 
f. Mengabaikan kesehatan istri. 

 

Kekerasan psikologis/emosional adalah suatu tindakan 

penyiksaan secara verbal (seperti menghina, berkata kasar dan kotor) 

yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa 

takut, hilangnya kemampuan unruk bertidak dan tidak berdaya. Kekerasan 

ini apabila sering terjadi maka dapat megakibatkan istri semakin 

tergantung kepada suami meskipun suaminya telah membuatnya 

menderita. Bentuk lain adalah mengijinkan atau membatasi untuk 

mengunjungi saudara maupun teman-temannya, mengancam akan 

menceraikan dan memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain. 

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat 

seksual terhadap perempuan, baik terjadi persetubuan atau tidak, dan 

tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban. Menurut Budi 

Sampurna, kekerasan seksual meliputi33 : 

1. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya; 
2. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki 

atau tidak disetujui istri; 
3. Pemaksaan hubungan ketika istri sedang tidak menghendaki, istri 

sedang sakit, atau menstruasi; dan 
4. Memaksa istri berhubugn seks dengan orang lain, memaksa istri 

menjadi pelacur, dan sebagainya. 

                                                             
33 Budi Sampurna.2003.Perempuan,kekerasan dan hukum.UII Press.Yogyakarta,hlm.36. 
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Contoh dari kekerasan ekonomi adalah tidak memberi nakfah 

kepada istri, memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk 

mengontrol kehidupan istri , atau membiarkan istri bekerja kemudian 

penghasilannya dikuasai oleh suami. 

 

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan 

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua 

pihak ,baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai 

program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara 

yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. 

Penanggulangan Kejahatan (Criminal Prevention) terdiri atas 3 

(tiga) bagian pokok, yaitu34 : 

a. Upaya Pre-Emtif 

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini ialah upaya-upaya 

awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya 

tindak pidana. 

Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan 

secara Pre-Emtif adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma 

yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri 

seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan 

pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal 

                                                             
34 A.S.Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Refleksi, Makassar, hlm. 79-80 
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tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-

Emtif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara 

pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu Niat + Kesempatan = 

Kejahatan.  

Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas 

menyala, maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu 

lintas tersebut, meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. 

Hal ini selalu terjadi dibanyak Negara, seperti Singapura, Sidney, 

dan kota besar lainnya di dunia. Jadi, dalam upaya Pre-Emtif faktor 

niat tidak terjadi. 

b. Upaya Preventif 

Upaya-upaya Preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 

upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 

terjadinya kejahatan. Dalam upaya Preventif yang ditekankan adalah 

menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.  

Contoh, ada orang ingin mencuri motor, tetapi kesempatan itu 

dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat 

penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan 

tidak terjadi kejahatan. Jadi, dalam upaya Preventif kesempatan 

ditutup. 
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Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk 

mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali . 

Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik 

penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam 

kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu 

diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. 

c. Upaya Represif 

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak 

pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law 

enforcement). 

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan 

secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan . 

Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak 

para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta 

memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang 

dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan 

merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang 

lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan 

ditanggungnya sangat berat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis di Kota Maros yaitu 

Pengadilan Negeri Klas IB  Maros, Polres Maros dan Ibu Nana Ramadhani, 

S.Psi., selaku psikolog. 

 Pertimbangan memilih lokasi tersebut karena Pengadildan Negeri IB 

dan Polres Maros merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan 

relatif untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan kekerasan 

dalam rumah tangga (KDRT). 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

a. Data Primer, yaitu data yang secara langsung didapatkan di 

lapangan melalui teknik wawancara dengan Hakim Pengadilan 

Negeri Klas IB Maros, Reskrim Polres Maros, dan Psikolog. 

b. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan mengkaji 

dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian baik berupa 

buku-buku, data dari internet, peraturan perundang-undangan, 

maupun dari sumber tertulis lainnya yang masih berhubungan 

dengan objek penelitian. 
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2. Sumber Data 

a. Data pada penelitian kepustakaan (library research) 

Yaitu data yang diperoleh dari membaca buku-buku, literatur-

literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

penulisan ini. 

b. Data pada penelitian lapangan (field research) 

Yaitu penulis turun langsung ke lapangan mewawancarai 

narasumber yang menjadi sampel di penelitian ini yaitu penyidik 

kepolisian, pelaku kejahatan, saksi, jaksa dan hakim. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Lazimnya untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hal-hal yang 

diteliti, peneliti menggunakan instrument sebagai berikut : 

1. Wawancara, penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk menggali dan 

mendalami hal-hal penting yang mungkin belum terjangkau melalui 

observasi atau untuk mendapatkan jawaban yang lebih detail atas 

suatu persoalan. Untuk memudahkan pelaksanaannya, wawancara 

dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman 

wawancara (interview guide) terhadap penyidik kepolisian, pelaku 

kejahatan, saksi, jaksa dan hakim. 



 
 

52 
 

2. Dokumentasi yaitu penelusuran data melalui studi kepustakaan untuk 

mengumpulkan data tertulis yang tidak didapatkan melalui instrument 

pengumpulan data lainnya. 

 

D. Analisis Data 

 Berdasarkan data primer dan sekunder yang telah diperoleh oleh 

penulis kemudian membandingkan data tersebut. Penulis menggunakan 

teknik deskriptif yang didasari oleh teori-teori yang diperoleh diperkuliahan 

dan literatur yang ada, yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana dikemukakan diatas, 

kemudian hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk penjelasan 

dan penggambaran kenyataan-kenyataan atau kondisi objektif yang 

ditemukan di lokasi penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Putusan Pengadilan No. 91/Pid.B/2011/PN.MRS 

Para Pihak : 

Dalam Putusan No. 91/Pid.B/2011/PN.MRS, para pihak yang 

terlibat adalah terdakwa perempuan atas nama Elvie Diane Parumangkay 

binti Ween Parumungkay, Korban laki-laki atas nama dr. P. Abdu Abbas, 

saksi pertama atas nama Rostina, dan saksi kedua atas nama Thalia Nisa 

Erika. 

Kronologis/Duduk Perkara : 

Sesuai dengan putusan ini, dimana kasus ini terjadi berawal dari 

adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh korban terhadap 

terdakwa. Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 12 Februari 2011 

sekitar pukul 09.00 WITA dan pukul 19.30 WITA atau setidak-tidaknya 

pada waktu lain dalam bulan Februari dan bulan Maret 2011.  bertempat di 

Perum PT. Bosowa blok A No. 2 Kel. Baruga, Kec. Bantimurung, Kab. 

Maros atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam 

daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, terdakwa telah melakukan 

perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, jika antara 

beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau 

pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang 
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sebagai satu perbuatan berlanjut terhadap saksi korban dr. P. Abdu Abbas 

bin Husain. Perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 

Bahwa pertama pada hari Sabtu pada tanggal 12 Febuari 2011 

sekitar pukul 09.00 WITA didalam rumah saksi korban dr. P. Abdu Abbas 

di Perum PT. Semen Bosowa Desa Baruga, Kec. Bantimurung, Kab. 

Maros terdakwa Elvie melakukan perbuatan kekerasan dengan cara 

terdakwa memukul dengan tangan kosong 2 kali yang mengena pada 

bagian dada/perut sebelah kanan dan lengan kiri mengalami luka terhadap 

saksi korban dr. P. Abdu Abbas. 

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitar jam 19.30 

WTA bertempat didalam rumah saksi korban dr. P. Abdu Abbas bin Husain 

di Perum PT. Semen Bosowa Maros blok A no. 2 Desa Baruga, Kec. 

Bantimurung, Kab. Maros terdakwa Elvie Diane Parumangkay melakukan 

kekerasan memukul dengan tangan kosong mencakar pada lengan kiri 

dan badan saksi korban dr. P. Abddu Abbas mengalami luka memar/gores 

dan rasa sakit. 

Bahwa penyebabnya adalah pertama terdakwa Elvie menanyakan 

masalah pembayaran rumah dan mobil yang belum cukup/belum terbayar 

sehingga terjadi pertengkaan mulut antara suami istri dan terkdawa Elvie 

Diane tidak bisa menahan emosinya kemudian terjadi pemukulan terhadap 

saksi korban dr. P. Abbas 2 kali mengena pada lengan kiri atas 1 kali pada 
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dada sebelah kanan 1 kali mengalami luka sesuai Visum et Repertum  No. 

VER/17/III?2011 tanggal 12 Februari 2011 dan saksi korban dr. P. Abdu 

Abbas melaporkan kejadian tersebut ke Polres Maros  untuk terdakwa 

Elvie Diane istrinya diproses sesuai hukum yang berlaku dan kedua 

terdakwa Elvie Diane menanyakan masalah hubungan saksi korban 

dengan perempuan yang dikiranya dibiayai, terdakwa memaksa mengakui 

namun saksi korban dr. P. Abdu Abbas tidak mau mengakui sehinga 

terjadi pertengkaran mulut antara suami istri dan terdakwa Elvie marah dan 

langsung melakukan pemukulan/mencakar pada lengan atas kanan luka 

gores terhadap saksi korban dr. P. Abdu Abbas mengalami luka sesuai 

Visum Et Repertum No. VER/17/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 dan 

kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Maros 

untuk terdakwa Elvie istrinya diproses sesuai hukum yang berlaku. 

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka-luka dan 

berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/17/III/2011 tanggal 24 Maret 

2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sriwaty Astuti, selaku dokter 

pemeriksa klinik Anindhit Polres Maros. 

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum : 

Penuntut Umum, setelah membaca berkas perkara dan surat-

surat, mendengar keterangan saksi dan terdakwa dan telah 

memperhatikan barang bukti yang diajukan di pesidangan, dan juga 

mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Requisitoirnya yang 
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telah dibacakan pada saat siding dilaksanakan, yang pada pokoknya 

menuntut agar Hakim/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang 

memeriksa dam mengadili perkara ini memutuskan : 

1. Menyatakan terdakwa Elvie Diane Parumangkay binti Ween 

Parumangkay terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

“Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” 

sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 

Tahun 2004 dalam surat dakwaan tunggal. 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Elvie Diane 

Parumangkay binti Ween Parumangkay dengan pidana penjara 

selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan 

sementara. 

3. Menetapkan terdakwa Elvie Diane Parumangkay binti Ween 

Parumangkay untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 

2000,- (dua ribu rupiah). 

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Menyatakan terdakwa Elvie Diane Parumangkay binti Ween 

Parumangkay telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah 

melakukan perbuatan pidana “Melakukan Kekerasan Fisik 

Dalam Lingkup Rumah Tangga”. 
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2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Elvie Diane 

Parumangkay binti Ween Parumangkay dengan pidana penjara 

selama 2 (dua) bulan dan 5 (lima) hari. 

3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 

2000,- (dua ribu rupiah). 

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai 

berikut : 

1. Unsur Barang Siapa; dan 

2. Unsur Melakukan Perbuatan  Kekerasan Fisik Dalam Lingkup 

Rumah Tangga. 

Unsur barang siapa: 

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah 

menunjuk pada subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan 

mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan 

tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf atas tindakannya, dengan 

demikian unsur ini telah terbukti secara sah dam meyakinkan. 

Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah 

tangga: 

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan kejadian 

pemukulan suaminya yaitu dr. Abdu Abbas tersebut dilakukan oleh 

terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2011 pukul 09.00 WITA 
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dan kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitar jam 

19.30 WITA didalam rumah saksi korban PT. Semen Bosowa Maros yang 

mengakibatkan saksi korban dr. Abdu Abbas mengalami luka pada lengan 

kiri atas dan luka dada sebelah kanan sesuai dengan Visum Et Repertum 

No. VER/17/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh dr. 

Abdu Abbas, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan. 

Pertimbangan Hukum Hakim: 

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan 

putusannya terhadap terdakwa, maka patut pula dipertimbangkan hal-hal 

yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. 

Hal-hal yang memberatkan: 

1. Perbuatan terdakwa main hakim sendiri. 

Hal-hal yang meringankan: 

1. Terdakwa belum pernah di hukum. 

2. Terdakwa mengakui terus teang akan perbuatannya dan dimaafkan 

oleh saksi korban. 

Menimbang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada 

terdakwa bukanlah merupakan hukuman pembalasan terhadap perbuatan 

dan akibat dari pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan 

tetapi hukuman ini dimaksudkan agar menjadi pelajaran bagi terdakwa 

untuk tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan 
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hukum dan dapat merugikan dirinya sendiri, orang lain dan masyarakat 

pada umumnya. 

Berdasarkan kasus dalam putusan diatas, dapat dilihat bahwa 

Majelis Hakim mengadili dan memeriksa serta memutus perkara ini telah di 

dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dengan memperhatikan legal 

justice, social justice dan moral justice sehingga adil kiranya apabila 

Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa sebagaimana 

tersebut dalam amar putusan. 

Putusan Hakim : 

1. Menyatakan terdakwa Elvie Diane Parumangkay binti Ween 

Parumangkay telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah 

melakukan perbuatan pidana “Melakukan Kekerasan Fisik 

Dalam Lingkup Rumah Tangga”. 

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Elvie Diane 

Parumangkay binti Ween Parumangkay dengan pidana penjara 

selama 2 (dua) bulan dan 5 (lima) hari. 

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 

2000,- (dua ribu rupiah). 
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B. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang 

Dilakukan Oleh Seorang Istri 

Terjadinya  tindak pidana itu tidak terjadi begitu saja. Setiap 

perbuatan pelanggaran hukum selalu dilatar belakangi oleh suatu hal 

tertentu, termasuk  didalamnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 

yang dilakukan oleh istri. Kekerasan dalam rumah tangga sudah sangat 

banyak terjadi di dalam kehidupan rumah tangga khususnya terhadap 

perempuan baik secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah 

tangga. Pada pembahasan skripsi ini,  penulis akan mengkaji terkait 

dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang 

dilakukan oleh seorang istri. Sebelum melakukan penelitian, penulis 

berhipotesis bahwa faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah 

tangga dapat disebabkan oleh adanya beberapa faktor, antara lain 

dipengaruhi oleh faktor dari luar lingkungan (eksternal), misalnya adanya 

faktor pihak ketiga atau yang biasa disebut dengan perselingkuhan. Akan 

tetapi dapat juga dipicu karena adanya faktor ekonomi dalam pemenuhan 

kebutuhan keluarga, faktor sosial serta faktor budaya.  

Dalam kehidupan berumahtangga biasanya terdapat banyak 

permasalahan. Baik itu permasalahan kecil sampai permasalahan besar 

yang melibatkan penyelesaian di pengadilan. Seperti dalam perkara yang 
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pernah di putuskan oleh Pengadila Negeri Klas IB Maros dengan Nomor 

91/Pid.B/2011/PN.Mrs.  

Perkara antara pelaku sebagai tergugat dan korban sebagai 

penggugat mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang harus 

diselesaikan lewat pengadilan. Hal ini disebabkan karena korban tidak 

menerima perlakuan yang dilakukan oleh pelaku.  

Terkadang seorang istri yang terlalu banyak menuntut dalam hal 

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik dari kebutuhan sandang 

pangan maupun kebutuhan pendidikan. Dari situlah timbul pertengkaran 

antara suami dan istri yang akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah 

tangga. Kedua belah pihak tidak lagi bisa mengontrol emosi masing-

masing. Seharusnya seorang istri harus bisa memahami keuangan 

keluarga. Naik turunnya penghasilan suami sangat mempengaruhi besar- 

kecilnya pengeluaran yang dikeluarkan untuk keluarga. Disamping 

pendapatan yang kecil sementara pengeluaran yang besar seorang istri 

harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam 

keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi 

pendapatan yang minim. Cara itu bisa menghindari pertengkaran dan 

timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di dalam sebuah 

keluarga. 

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum 

dilakukan oleh istri terhadap suaminya disebabkan oleh beberapa faktor, 
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diantaranya adanya dampak negatif dari pekembangan-perkembangan 

pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan 

informasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya 

dan cara hidup. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar 

hukum dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya disebabkan oleh 

faktor kesalahpahaman atau kecurigaan yang berlebihan. 

Sehubung dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang 

dilakukan oleh istri, penulis melakukan wawancara dengan hakim 

Pengadilan Negeri Klas IB Maros untuk mengetahui penyebab terjadinya 

kasus kekerasan tersebut. Penulis juga melakukan wawancara dengan 

pihak kepolisian dan seorang psikolog guna menjawab rumusan masalah 

pada karya ilmiah ini.  

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Samsidar 

Nawawi, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Klas IB beliau 

berpendapat bahwa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang 

dilakukan oleh istri karena pelaku tidak dapat mengendalikan emosinya 

sendiri, mungkin saja ia mempunyai masalah di lingkungan tempat ia 

bergaul. Kemudian masalah tersebut ia pendam yang mengakibatkan 

luapan emosi yang susah terkontrol lalu ia membutuhkan tempat 

pelampiasan, pada saat yang sama muncul masalah dalam keluarganya. 

Karena luapan emosi pelaku yang susah terkendali, akhirnya terjadilah 
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kejadian tindak pidana pelaku melampiaskan emosi dengan cara memukul 

dan memaki sang suami.  

Selain penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Maros 

Klas IB, penulis juga melakukan wawancara dengan seorang psikolog Ibu 

Nana Ramadhani, S.Psi., beliau berpendapat bahwa seseorang dapat 

melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena 

mendapat tekanan dari permasalahan keluarganya. Misalnya kurangnya 

pendapatan suami tidak sebanding dengan pengeluaran kebutuhan 

keluarganya, gaya hidup mewah yang modern yang dari zaman ke zaman 

yang selalu ingin diikuti oleh istri namun pendapatan suami tidak 

sebanding dengan gaya hidup modern tersebut, adanya perbedaan kasta 

dari keluarga istri dan keluarga suami, atau adanya orang ketiga dalam 

hubungan mereka. 

Dari tekanan inilah awal dari stress seseorang kemudian ia mulai 

berhalusinasi, dari halusinasi tersebut biasanya meningkat menjadi trauma 

sehingga ia nekad melakukan hal-hal di luar kendali. Misalnya, seseorang 

mengeluarkan beban atau tekanan pada dirinya itu dengan cara berteriak, 

menyiksa dirinya sendiri, melempar barang yang ada di dekatnya dan bisa 

saja ia melukai orang-orang yang ada di sekitarnya. Hal ini merupakan 

faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang, 

bisa saja seorang suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua 

kepada anak, anak kepada orang tua, dan keluarga kepada pembantu.  
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Berdasarkan hasil uraian pembahasan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa faktor kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan 

oleh istri, terdapat beberapa faktor diantaranya karena sang istri tidak 

dapat mengendalikan emosinya sendiri, kurangnya pendapatan suami 

tidak sebanding dengan pengeluaran kebutuhan keluarganya, gaya hidup 

mewah yang modern yang dari zaman ke zaman yang selalu ingin diikuti 

oleh istri namun pendapatan suami tidak sebanding dengan gaya hidup 

modern tersebut, adanya perbedaan kasta dari keluarga istri dan keluarga 

suami, dan adanya orang ketiga dalam hubungan mereka. 

 

C. Upaya Penanggulangan Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Yang Dilakukan Oleh Istri 

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri, telah 

sedemikian menggaung belakangan ini sehingga menjadi masalah sosial 

yang menuntut perhatian yang serius dari berbagai pihak. Setelah melihat 

kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin marak terjadi, 

maka hal ini membutuhkan perhatian khusus dari semua kalangan, 

terkhusus dari kepada pemerintah. Karena dampak yang di timbulkan dari 

adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat berakibat fatal terhadap 

keharmonisan rumah tangga seseorang. 

Upaya penanggulangan kejahatan perlu dilakukan untuk 

menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dalam melakukan upaya 
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penanggulangan tentunya harus diperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi sebab-sebab terjadinya kejahatan, sehingga upaya yang 

dilakukan dapat tepat pada sasaran. Berdasarkan peneltian yang 

dilakukan oleh penulis dengan ibu Samsidar Nawawi, S.H., selaku Hakim 

di Pengadilan Negeri Maros Klas IB diperoleh hasil bahwa upaya 

penanggulangan yang dilakukan selama ini mencakup upaya preventif dan 

represif. Upaya penanggulangan yang bersifat represif, dalam bentuk 

melakukan upaya perdamaian para pihak yang tersangkut kasus tindak 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu, juga selalu dilakukan 

upaya yang bersifat preventif, yakni melakukan himbauan terhadap 

masyarakat untuk menghindari penyelesaian permasalahan rumah tangga 

melalui tindakan kekerasan.  

Penulis berpendapat bahwa, upaya yang dilakukan sudah cukup 

tepat sebab dengan adanya upaya prefentif dan represif diharapkan dapat 

mengurangi angka tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 

Mengingat bahwa wanita dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  

Menurut Ibu Nana Ramadhani, S.Psi., terkait upaya 

penanggulangan tindak kekerasan yang dilakukan oleh istri, dilakukan 

dengan cara bantuan dari lingkungan terdekatnya sendiri seperti keluarga. 

Disini keluarga berperan sebagai tempat pemberi saran atas masalah yang 

dihadapi agar beban pikiran sang istri dapat berkurang. 
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Menurut penulis, upaya penanggulangan dengan cara melibatkan 

keluarga dimaksudkan karena keluarga merupakan orang terdekat dan 

lebih memahami kondisi istri saat itu. 

Terkait permasalahan upaya penanggulangan terhadap kekerasan 

dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri, penulis melakukan 

penelitian pada Polres Maros. Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan penulis dengan bapak Sapri, selaku Reskrim, beliau 

mengemukakan bahwa setiap tiga bulan sekali, dilakukan penyuluhan, 

terkait penanggulangan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di 

tingkat kecamatan, atau pada organisasi-organisasi perempuan di kota 

Maros. Hal ini dimaksudkan agar, intensitas jumlah kekerasan dalam 

rumah tangga diminimalisir. 

Terkait penjelasan tersebut, penulis menyarankan agar kiranya 

Polres kota Maros, dapat melakukan koordinasi dengan warga sekitar agar 

upaya penanggulangan yang dilakukan dapat berjalan efektif. Hubungan 

koordinasi dilakukan dengan maksud agar tempat penyuluhan dapat 

merata di setiap wilayah sosialisasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa : 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah 

tangga yang dilakukan oleh istri yakni sebagai berikut : 

a. Emosi yang tidak dapat di tahan oleh istri; 

b. Terdapat masalah di dalam keluarga yang membuat istri merasa 

tertekan; 

c. Kurangnya pendapatan suami dalam pemenuhan ekonomi 

keluarga; 

d. Gaya hidup istri yang mewah sedangkan pendapatan suaminya 

tidak mencukupi; dan 

e. Adanya orang ketiga dalam hubungan mereka. 

2. Upaya yang dilakukan dalam mengurangi terjadinya kekerasan dalam 

rumah tangga meliputi : 

a. Mendekatkan diri kepada keluarga terdekat; 

b. Melakukan upaya perdamaian terhadap para pihak yang terlibat 

kasus kekerasan dalam rumah tangga; dan 
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c. Melakukan sosialisasi terkait penyebarluasan informasi keberadaan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

 

B.  Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis 

memberikan saran : 

1. Dalam  menghadapi suatu permasalahan dalam hubungan rumah 

tangga baik suami maupun istri harus menyelesaikan masalah 

tersebut  dengan kepala dingin dan yang seharusnya dilakukan suami 

maupun istri dalam menyikapi masalah rumah tangga yaitu suami 

harus menjadi panutan di dalam hubungan rumah tangga sehingga 

istri tidak semena-mena terhadap suaminya. 

2. Untuk menghindari masalah rumah tangga, suami harus mengayomi 

istri sebagaimana mestinya yang dapat membuat istri merasa nyaman 

terhadap suami sehingga masalah keluarga yang kadang-kadang 

terjadi dapat dihindari, dalam hal ini istri juga harus lebih memahami 

dan mengerti keadaan perekonomian keluarga dan suaminya. Dalam 

perkara tersebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 harus 

diberlakukan secara efektif terhadap pelaku kekerasan dalam rumah 

tangga. Sehingga dapat memberikan efek jera, baik terhadap si 
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pelaku, maupun bagi masyarakat luas lainnya. Selain itu, intensitas 

sosialisasi terkait undang-undang ini, perlu lebih ditingkatkan. 
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